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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntansi Pemerintahan adalah cabang ilmu akuntansi yang terus 

berkembang seiring dengan kemajuan zaman, didorong oleh meningkatnya 

tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas politik dalam pengelolaan dana 

publik oleh pemerintah, sehingga menciptakan kebutuhan akan penggunaan 

akuntansi untuk melaporkan kinerja pemerintah. Tujuan utama akuntansi 

pemerintahan adalah untuk pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. 

Tugas pemerintah diwujudkan melalui penyediaan informasi terkait setiap 

aktivitas dan pengelolaan dana yang dilakukan pemerintah selama satu periode. 

Selain itu, akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang 

dibutuhkan untuk tahap manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah, serta mendukung pemeriksaan 

aparat pengawasan fungsional dengan efektif. 

Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, membutuhkan pembaruan 

untuk mendorong pembangunan desa yang lebih baik dan meningkatkan taraf 

hidup masyarakat desa agar terbebas dari kemiskinan. Kompleksitas masalah 

di desa menjadi alasan penting bagi desa untuk terus berkembang. 

Pembangunan di setiap desa sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat setempat, yang melibatkan beberapa tahapan utama seperti 

perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawaban 

yang transparan.  
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Perencanaan yang baik memastikan bahwa sumber daya yang ada 

digunakan secara efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat setempat. Pelaksanaan yang efektif memerlukan koordinasi yang 

baik antara pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan 

bahwa proyek-proyek pembangunan berjalan lancar sesuai rencana. 

Pertanggungjawaban yang transparan penting untuk memastikan bahwa dana 

yang digunakan untuk pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi 

masyarakat, membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta 

mencegah praktik korupsi. Pembangunan desa harus mencerminkan semangat 

gotong royong dan kebersamaan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila 

untuk mencapai masyarakat desa yang adil dan sejahtera.  

Perencanaan pembangunan desa harus terintegrasi dengan perencanaan 

di tingkat kabupaten atau kota agar tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan 

desa wajib sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui serta mengawasi aktivitas pembangunan tersebut. Untuk 

meminimalkan kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, semua 

pihak, mulai dari aparat yang bertugas hingga masyarakat, harus memahami 

konsep dasar akuntabilitas dan transparansi. Hal ini penting agar tidak ada 

sikap apatis dalam menjalankan proses dari perencanaan, pengelolaan, hingga 

pertanggungjawaban.  

Konsep dasar akuntabilitas ini didasarkan pada pembagian tanggung 

jawab manajerial dalam setiap lingkungan organisasi, dengan tujuan 

memastikan bahwa setiap bagian menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap 



3 

 

 

individu dalam jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang 

dilakukan di bagiannya, yang membedakan aktivitas yang terkendali dan yang 

tidak terkendali. Aktivitas yang terkendali adalah aktivitas yang dapat 

dikontrol oleh individu atau pihak tertentu, yang berarti aktivitas tersebut 

benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi hasilnya oleh pihak 

yang bertugas. 

Menurut Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib 

penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; 

(e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan 

efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; (k) partisipasi dari semua lapisan 

masyarakat. Semua aspek terkait penyelenggaraan pemerintah tidak dapat 

dilakukan oleh satu pihak saja, dan terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur 

dalam Undang-Undang tersebut tidak dijalankan. 

Pemerintahan desa dapat menjadi cerminan dari terbentuknya tata 

kelola pemerintahan yang baik, di mana masyarakat terlibat erat dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat mendukung akuntabilitas, 

transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Prinsip-prinsip good 

governance meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, 

transparansi yang didasarkan pada arus informasi yang bebas dan mudah 

diakses oleh pihak yang berkepentingan, kepedulian terhadap stakeholder, 

orientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi 

strategis.  



4 

 

 

Pasal 2 terkait asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa harus diatur dengan 

transparansi dan disiplin anggaran. Transparansi menjamin setiap orang 

memiliki akses untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan 

pemerintahan, termasuk informasi terkait kebijakan, proses pembuatannya, 

pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

20 Tahun 2018 terkait pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan desa 

sebagai desa atau desa adat, atau disebut dengan nama lain. Desa adalah 

kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang bertugas mengelola 

kebutuhan pemerintahan serta kebutuhan masyarakat berdasarkan inisiatif 

masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem 

pemerintahan Indonesia. 

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 

dan disiplin anggaran. Pengaturan keuangan desa ini berlangsung dalam 1 

(satu) tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.. 

Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa agar lebih efisien, 

efektif, dan memberi fungsi optimal bagi perkembanagan kesejahteraan warga 

desa. Akuntabilitas dalam penerapan pemerintahan daerah dimaknai sebagai 

keperluan pemerintah daerah dalam menjamin penerapan pemerintahan di 

daerah, dengan tujuan meraih target yang sudah ditentukan. Tanggung jawab 

ini harus disampaikan melalui media yang terukur baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik ialah kewajiban 
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bagi pihak yang menerima amanah (agent) dalam memberi tanggung jawab, 

menyampaikan laporan, serta menyampaikan semua aktivitas kewajiban pada 

pihak pemberi amanah (principal) yang mempunyai kewajiban meminta 

pertanggungjawaban tersebut. Pihak pemberi amanah (principal) berhak 

mengatur tahapan pengaturan riset terdahulu agent, guna meminimalisir 

potensi kecurangan. Beragam penelitian sebelumnya telah menguji tingkat 

akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) seperti Laily Faradhiba (2018) dan Ilham Zitri (2022). 

Penelitian-penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi di 

berbagai desa. Berdasarkan riset itu, peneliti berusaha menguji tingkat 

akuntabilitas Pemerintah Desa apakah bisa mengatur performa keuangan 

dengan fokus pada Pemerintah Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan, yang 

menggunakan laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun 2021-2023 selaku 

objek penelitian..  

Dana Desa adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang 

ditujukan dalam mendukung pemberdayaan rakyat di tingkat desa. Pada proses 

penyusunan APBDes, Dana Desa harus diperlakukan dengan cermat untuk 

memastikan penggunaannya sejalan dengan tujuan dan aturan yang berlaku. 

Tahapan penyusunan APBDes adalah tahapan yang melibatkan berbagai 

aktivitas untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran desa secara 

efektif. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses penyusunan 

APBDes: persiapan, musyawarah desa, penyusunan rancangan APBDes, 

pembahasan rancangan APBDes, pengesahan APBDes, pengajuan ke 
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pemerintah kabupaten/kota, penetapan dan implementasi, pemantauan dan 

evaluasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, desa dapat memastikan 

bahwa APBDes disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, 

sehingga dapat memaksimalkan manfaat dan mengoptimalkan penggunaan 

anggaran desa untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. 

Berikut laporan realisasi APBDes Pemerintah Desa Kutuh pada 3 (tiga) 

tahun terakhir yang sudah melewati proses penyusunan dari awal perencanaan 

hingga pelaporan dan pertanggungjawaban : 

Tabel 1.1 

Laporan Realisasi APBDes 

Pemerintah Desa Kutuh 

Tahun Anggaran 2021-2023 

 

Sumber : data diolah dari Peraturan Pemerintah Desa Kutuh (2024) 

Keberadaan APBDes menunjukkan pemerintah pusat juga berperan 

dalam pembangunan desa. Meskipun otonomi daerah mengharuskan tiap 

daerah untuk mengelola urusan internalnya dan memanfaatkan potensi lokal, 

ANGGARAN REALIASASI ANGGARAN REALIASASI ANGGARAN REALIASASI

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 80.000.000             80.000.000             39.953.300             39.953.300             30.866.000             30.866.000             

Pendapatan Transfer 11.893.613.337      11.893.613.337      4.840.873.309        4.840.873.309        6.536.350.928        6.536.350.928        

Pendapatan Lain-Lain 8.040.000               8.040.000               5.040.000               5.040.000               5.040.000               5.040.000               

JUMLAH PENDAPATAN 11.981.653.337   11.981.653.337   4.885.866.609     4.885.866.609     6.572.256.928     6.572.256.928     

BELANJA

Belanja Pegawai 1.477.233.600        1.477.233.600        1.530.283.200        1.530.283.200        1.466.214.400        1.466.214.400        

Belanja Barang dan Jasa 7.096.714.470        7.096.714.470        3.421.755.161        3.421.755.161        4.809.228.766        4.809.228.766        

Belanja Modal 4.205.057.500        4.205.057.500        761.297.927           761.297.927           1.305.379.060        1.305.379.060        

Belanja Tidak Terduga 120.982.109           120.982.109           666.025.535           666.025.535           712.421.091           712.421.091           

JUMLAH BELANJA 12.899.987.679   12.899.987.679   6.379.361.823     6.379.361.823     8.293.243.317     8.293.243.317     

SURPLUS (DEFISIT) 918.334.342-        918.334.342-        1.493.495.214-     1.493.495.214-     1.720.986.389-     1.720.986.389-     

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 923.334.342           923.334.342           1.493.495.214        1.493.495.214        1.720.986.389        1.720.986.389        

SILPA Tahun Sebelumnya 923.334.342           923.334.342           1.493.495.214        1.493.495.214        1.720.986.389        1.720.986.389        

Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000               5.000.000               -                              -                              -                              -                              

Penyertaan Modal Desa 5.000.000               5.000.000               -                              -                              -                              -                              

PEMBIAYAAN NETTO 918.334.342        918.334.342        1.493.495.214     1.493.495.214     1.720.986.389     1.720.986.389     

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN -                              -                              -                              -                              -                              -                              

2023 2022 2021
URAIAN
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hal ini tidak berarti bahwa daerah sepenuhnya terlepas dari bagian 

Pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ADD (Alokasi Dana Desa) 

yang diberi secara rutin kepada tiap desa sejak tahun 2008 ini menjadi sumber 

penghasilan tambahan untuk mendukung keuangan desa. Kesediaan dana di 

desa mempengaruhi pembangunan di desa, khusus di pengembangan dan 

pengaturan potensi lokal. Dana yang rutin diberi oleh pemerintah dapat 

meningkatkan pembangunan desa, memberi penghasilan, dan mendorong 

kemandirian desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan 

masyarakat desa. Contoh desa yang berhasil dan menjadi teladan ialah Desa 

Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Namun, 

ada aspek penting yang menjadikan mekanisme pengelolaan keuangan desa 

tidak berjalan sebagaimana mestinya, yakni kurangnya SDM yang belum 

memahami aturan terkait peraturan pengelolaan keuangan desa.  

Desa Kutuh adalah hasil pemekaran dari Desa Ungasan di Tahun 2002. 

Sebagai desa administratif yang baru, Desa Kutuh memerlukan pembinaan dan 

perhatian lebih dari Pemerintah Kab. Badung. Meskipun begitu, Desa Kutuh 

menunjukkan perkembangan yang signifikan menjadi desa yang baru 

berkembang, terbukti dengan terpilihnya Desa Kutuh sebagai Juara II Nasional 

Desa Teladan pada Tahun 2011. Keberhasilan Desa Kutuh menjadi desa 

teladan dihasilkan dari penambahan yang didapat melalui pengembangan 

potensi desa, terrurtama pada burdidaya rurmpurt laurt. Sersurdah surksers dalam 

burdidaya rurmpurt laurt, di Burlan Dersermberr Tahurn 2012, Dersa Kurturh 

mernyerlernggarakan Pandawa Berach Ferstival urnturk merngernalkan Pantai 
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Pandawa mernjadi derstinasi wisata barur di Kurta Serlatan. Pantai Pandawa jurga 

merrurpakan termpat burdidaya rurmpurt laurt di dersa terrserburt. Permanfaatan poternsi 

yang ada mernjadikan Pantai Pandawa serbagai surmberr perndapatan terrbersar dan 

urtama bagi Dersa Kurturh. Pada awal berrdirinya, poternsi dersa masih berlu rm 

berrkermbang maksimal karerna rerndahnya perndapatan dersa. Olerh serbab itu r 

maka mernjadi pernting saat dana rurtin serperrti Dana Bagi Hasil Pajak dan 

Rertribursi Daerrah serrta ADD (Alokasi Dana Dersa) mernjadi dana awal 

permbangurnan dersa. Implermerntasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Rertribursi Daerrah 

diberrikan dan diawasi langsurng olerh Permerrintah Kabu rpatern serdangkan 

implermerntasi ADD yang berrasal dari Permerrintah Pursat perngawasannya 

dilakurkan olerh Permerrintah Daerrah.  

Kerpala dersa berrtanggurng jawab urnturk merlaporkan perngerlolaan 

kerurangan dersa pada laporan aktivitas yang terrcanturm pada APBDers, terrmasurk 

laporan rurtin merngernai pernggurnaan dana APBDers. Laporan rurtin ini harurs 

disursurn sercara terraturr tiap burlan serrta harurs merncakurp kermajuran perlaksanaan, 

pernggurnaan anggaran, kersurlitan yang dihadapi, serrta hasil akhir permakaian 

APBDers. Pernyursurnan Anggaran Perndapatan dan Berlanja Dersa (APBDers) 

mernurnjurkkan bahwa pernggurnaan anggaran dan akurntabilitas terlah 

dilaksanakan. Serlain itu r, perngerlolaan APBDers merngharu rskan Permerrintah 

Dersa Kurturh urnturk mernertapkan patokan kinerrja urnturk sertiap anggaran kergiatan, 

serhingga permerrintah dersa dapat sercara jerlas merngertahu ri apa yang akan 

dilakurkan, jurmlah dana yang akan dikerlurarkan, dan hasil yang diraih. Namurn 

pada kernyataannya kurrang maksimalnya perlaksana kergiatan merlakurkan 
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reralisasi anggaran tidak sersurai derngan jadwal DPA (Dokurmern Perlaksanaan 

Anggaran) dan RAK (Rerncana Anggaran Kas) serhingga kergiatan tidak 

reralisasi terpat waktur dan kergiatan berrturmpurk di akhir tahurn. Serlain hal 

terrserburt, yang mernjadi perrmasalahan kurantitatif yaitur perrmasalahan terrkait 

derngan jurmlah APBDers yang disursurn dan dijalankan dalam satur tahurn 

anggaran. Apakah dersa terlah mernyursurn APBDers derngan terpat sersurai derngan 

kerburturhan dan poternsi dersa. Lalur perrmasalahan dari sisi kuralitatif, terrkait 

transparansi prosers pernyursurnan APBDers dan serjaurh mana partisipasi 

masyarakat dalam prosers ini. Derngan berragam masalah itur, maka risert ini  bisa 

merlihat Akurntabilitas Permerrintahan Dersa Kurturh pada perngaturran APBDers dan 

harapannya targert yang herndak dicapai yaitur kernaikan perrserntaser dari targert 

sisi permbangurnan ataur perlayanan purblik berrdasarkan pernggu rnaan APBDers. 

B. Rumusan Masalah 

Berrdasarkan latar berlakang masalah di atas maka yang mernjadi pokok 

perrmasalahan, yaitur : 

1. Apakah Perngerlolaan APBDers pada perrerncanaan, perlaksanaan, 

pernataursahaan, perlaporan dan perrtanggurngjawaban terlah sersurai derngan 

Perrmerndagri No. 20 Tahurn 2018? 

2. Bagaimana cara merngatasi kerndala yang murncurl dalam perngalokasian 

kerurangan dersa agar sersurai derngan Perrmerndagri No. 20 Tahurn 2018? 

C. Batasan Masalah 

Berrdasarkan perrurmursan masalah di atas, batasan masalah yang 

digurnakan dalam pernerlitian ini adalah analisis yang dilakurkan difokurskan pada 
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analisis Bagaimana Akurntabilitas Perngerlolaan Anggaran Perndapatan dan 

Berlanja Dersa di Dersa Ku rturh, Kaburpatern Badurng. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Turjuran Pernerlitian 

Berrdasarkan rurmursan masalah serbagaimana terrserburt diatas, maka turjuran 

pernerlitian ini adalah urnturk mernggambarkan Akurntabilitas Perngerlolaan 

Anggaran Perndapatan dan Berlanja Dersa di Dersa Kurturh Kabu rpatern Badurng. 

2. Manfaat Pernerlitian 

Adapurn manfaat yang diharapkan dari pernerlitian ini agar mampu r 

mermberrikan manfaat sercara praktis urnturk berrbagai pihak yang berrhurburngan 

derngan pernerlitian ini. Adapurn manfaat dari pernerlitian ini antara lain: 

a. Bagi Permerrintah 

Pernerlitian ini diharapkan dapat mermberrikan gambaran merngernai kondisi 

perrtanggurngjawaban perlaksanaan serhingga dapat merningkatkan 

akurntabilitas perngerlolaan APBDers khursursnya di Dersa Kurturh serbagai 

bahan ervalurasi merngernai perngerlolaan Anggaran Perndapatan dan Berlanja 

Dersa. 

b. Bagi Politerknik Nergerri Bali 

Hasil pernerlitian ini diharapkan dapat dijadikan serbagai acuran dan rerferrernsi 

pada perrpurstakaan Politerknik Nergerri Bali. 

c. Bagi Jurrursan Akurntansi Politerknik Nergerri Bali 

Mermberrikan masurkan kerpada program sturdi dalam rangka merningkatkan 

kuralitas perrkurliahan dan perngermbangan jurrursan. 

d. Bagi pernerliti serlanju rtnya 
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Hasil pernerlitian ini diharapkan dapat mermberrikan informasi dan rerferrernsi 

bagi pernerliti serlanju rtnya yang ingin merlakurkan pernerlitian yang berrkaitan 

derngan perngerlolaan APBDers. 

e. Bagi masyarakat dersa 

Pernerlitian ini diharapkan dapat mermberrikan perngertahuran bagi masyarakat 

dersa merngernai perngerlolaan APBDers serhingga masyarakat dapat 

berrpartisipasi dalam mernsurkserskan perlaksanaan APBDers. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berrdasarkan hasil pernerlitian dan permbahasan di atas, maka pernurlis dapat 

mernarik berberrapa simpu rlan serbagai berrikurt : 

1. Hasil analisis yang terlah dilakurkan olerh pernerliti mernerrangkan bahwa, 

perngerlolaan APBDers dalam perrerncanaan, perlaksanaan, pernataursahaan, 

perlaporan dan perrtanggurngjawaban surdah sersurai derngan Perrmerndagri No. 

20 Tahurn 2018. Pernataursahaan perngerlolaan kerurangan Dersa Kurturh surdah 

mernggurnakan format sersurai derngan lampiran dalam Perrmerndagri No. 20 

tahurn 2018. Hasil ini didurkurng derngan perrnyataan dari Kerpala Dersa Kurturh 

yang mernyatakan bahwa perngerlolaan APBDers serlalur berrperdoman derngan 

perraturran-perraturran yang ada. Baik perraturran dari Kermerndagri, 

Kermernkerur, Perrburp. Namun pada fase penatausahaan Desa Kutuh sesekali 

mengalami kendala dalam administrasi dikarenakan SDM yang terbatas 

dalam hal pengetahuan dan keterampilan terkait administrasi keuangan 

yang sesuai dengan regulasi Permendagri terbaru sehingga memerlukan 

bimbingan teknis lebih lanjut. 

2. Dengan kerndala yang terrjadi pada saat merngalokasi kerurangan dersa agar 

sersurai derngan Perrmerndagri No. 20 Tahurn 2018 terlah mampur diatasi pihak 

perngerlola dersa. Cara merngatasi kerndala ini merlibatkan urpaya kolaboratif 

antara permerrintah daerrah, dersa, dan masyarakat urnturk mermastikan bahwa 

rergurlasi Perrmerndagri No. 20 Tahurn 2018 dipaturhi derngan baik. Durkurngan 
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terknis, perlatihan, dan permbinaan berrkersinamburngan terrhadap dersa-dersa 

sangat pernting urntu rk merningkatkan kapasitas merrerka dalam merngerlola 

kerurangan dersa sercara erferktif dan sersurai perraturran yang berrlakur 

B. Saran 

Saran yang dapat disampaikan berrdasarkan hasil dari pernerlitian yang terlah 

dilakurkan serbagai berriku rt: 

Pernerlitian ini hanya mermbahas perngerlolaan terknis kerurangan dersa 

berrdasarkan Perrmerndagri No. 20 Tahurn 2018 yaitur merngernai Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pernataursahaan, Perlaporan dan Perrtanggurngjawabannya. 

Kersurlitan merndapatkan aksers terrhadap kinerrja dan perlaporan mermburat pernerliti 

hanya merndapatkan hasil pernerlitian ini yang mernyajikan perrbandingan 

kersersuraian U rndang-U rndang derngan aplikasi di lapangan, serhingga kerlermahan 

pada pernerlitian ini adalah tidak mermbahas sercara merndalam sertiap komponern 

perngerlolaan kerurangan dersa dan tidak purla mermbahas nominal kerurangan dersa. 

Serhingga saran bagi pernerliti serlanjurtnya agar mermbahas komponern 

perngerlolaan kerurangan dersa sercara dertail dan merndalam terrmasurk urntu rk 

tahapan Permbinaan dan Perngawasannya. Merngernai nilai kerrja pihak 

permerrintahan, pada prosers perngerndaliannya, serrta nominal u rang yang terrterra. 
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